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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2020

GGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA SKPD), MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) PEJABAT YANG
BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2020

DOKUMEN PELAKSANAAN AN

'
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020, sebagaimana diatur dalam pasal 1895
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu
ditunjuk  pejabat  yang diberi wewenang untuk
menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : a.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

P Mengingat : 1.

e

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);
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Tahun 2004 tentang

legara Republik Indonesia
an Negara Republik

Undang-Undang  Nomor |
Perbendaharaan Negara (Lembaran B
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar
Indonesia Nomor 4355).

13 Tahun 2004 tentang Perimbangarn
Pusat dan Pemerintahan Daecrah
Tahun 2004 Nomor 126,
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomo!
heuangan Antara Pemerintab
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik

hun 2011 tentang Pembentukan
mbaran Negara Republik
)011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Perundang-Undangan

tentang Pembentukan  Peraturall
2020 Nomor 183,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 12 Ta
Peraturan Perundang-Undangan (Lt

Indonesta Tahun

‘hun 2014 tentang Pemerintahan
ara Republik indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 23 T

Daerah (Lembaran Neg

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
L:aporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daera};
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraa

Pemeru}tahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembarangl%l ' -
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambeaglld;i

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Iljeralgura—:m Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

embaglan Urusan Pemerintahan A

. ' ntara Pemeri

Ezrtl;lermtahan ]?aerah Provinsi, dan Pemerintahan e[;zletfah};

Tahsgaggg7 /No}l;ota SéLe’Ir:nbaran Negara Republik Indonesia
or 82, Tambahe '

Indonesia Nomer 4737 mbahan Lembaran Negara Republik



13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

M{umm?si - P(,-lm-ri_nmhun (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887),

12 Tahun 2019 tentang

Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara

Peraturan
Pengelolaan Keuangan Daerah |

Indonesia Tahun 2019 Nom
Republik Indonesia Nomor 6322);

Dalam Neger:t Nomor 13 Tahun .2006

elolaan Keuang
kali terakhir dengan

Peraturan Menterl
tentang Pedoman Peng

telah diubah beberapa
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangarn Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
ahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturarn Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menterl
tentang Pembentukan

Republik Indonesia T

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor S Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2019 Nomor J);

g’eraturan Bupatli L;:bong Nomor 36 Tahun 2016 tentan
usunan Organisast dan Tata Kerja Perangkat Daer: ;
Kabupaten Lebong; > aeran

P .
Pz;?gézn Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentan
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahurgl

Anggaran 2020:




e [T TN T rSMRNS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGESAHKAN DORUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD), MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBACAS

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD),
PEJABAT YANG BERWENANG  MENANDATANGAN' SURAT
PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

. . ’ dea | r ) - ’n

KESATU . Menunjuk Pejabat yang berwenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA SKPD), mcngcsahkan
Dokumen  Pelaksanaan Perubahan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Dacrah (DPPA SKPD), Pejabal Yang Berwenang Menandatangani Suratl
Penyediaan Dana (SPD) Dan Sural Perintah Pencairan Dana (SPQE]
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dengan nama, pf.lrfaf dan tanda

tangan scbagaimana tercantum dal

KEDUA - Masing-masing pejabat sebagaimanan dimaksud pada diktum Kesatu

diberi Kewenangan i
a. Kepala Badan kcuangan Daerah Kabupaten Lebong selaku bendanara

Umum Daerah dibert wewenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), mengesahkan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Per::::mgkat
Daerah (DPPA SKPD), Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat
Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong <elaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

wewenang menandatangani Suratl Perintah Pencairan Dana (SP2D));

KETIGA . Apabila pejabat yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di
atas berhalangan tetap dan atau tidak dapat melaksanakap tugas
sebagaimana mestinya, maka Bupati menunjuk Pejabat Pengganti dengan

Surat Keputusan Bupati.

kibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan

KEEMPAT - Segala biaya yang timbul a
an Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong

pada Anggaran Pendapatan d
Tahun Anggaran 2020.

KELIMA . Keputusan Bupati Lebong 1ni mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020

' 3 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 1ni akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 6 Januarit 2020

/
o VO

A BUPATI LEBONG

Vv

H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan kepada:
I. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.

2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah K | -
. - c Kabupaten Lebo TRT. e
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Am: EEMER!NTA"? UPATEN LEBONG

RALIAN L L]
bt 33 'j 3 ;KUM

DENELAA R0 HUKUM
RASUPATEN LEBONG .
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